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K egiatan tender bertujuan agar pelaku usaha dapat memberikan penawaran dengan harga dan kualitas yang
kompetitif untuk memberikan kesempatan yang sama, sehingga didapatkan produk dengan kualitas terbaik
dengan hargaterendah. Dalam realitanya, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha yaitu
persekongkolan tender. Persekongkolan tender merupakan kegiatan yang dilarang dalam Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang membahayakan iklim persaingan usaha yang sehat. Isu yang diangkat
dalam konteks ini adalah praktik persekongkolan tender yang terjadi dalam proyek Taman Ismail Marzuki
pada Putusan Nomor 17/KPPU-L/2022 dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tulisan ini akan
menganalisis apakah kegiatan tersebut termasuk sebagai persekongkolan tender dengan melihat pemenuhan
unsur yang terdapat pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akan dianalisis pula
bagaimanakah pertimbangan Majelis KPPU dalam memutuskan dugaan pelanggaran persekongkolan tender
tersebut. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menekankan
pada penggunaan kepustakaan atau data sekunder. Proyek Taman Ismail Marzuki pada Putusan 17/KPPU-
L/2022 memenuhi semua unsur persekongkolan tender yaitu; unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur
pihak lain, unsur mengatur dan menentukan pemenang tender, dan unsur persaingan usahatidak sehat
dengan memperhatikan bahwa masih terdapat beberapa hal yang harus dibuktikan kembali terkait
pembuktian mengenai kerja sama antara para pelaku. Menggunakan pendekatan rule of reason, terbukti telah
terjadi persaingan usahatidak sehat yang disebabkan oleh kegiatan persekongkolan. Pembuktian Majelis
Komisi telah tepat dalam memutuskan bahwa Para Terlapor telah terbukti melanggar pelanggaran Pasal 22.
Namun, pengenaan tindakan administratif yang diberikan dinilai kurang tepat dimana Terlapor | hanya
diberikan sanksi berupa teguran dan perintah. Atas dampak negatif yang ditumbulkan, pemberian sanksi
denda akan lebih efektif memberikan efek jera. Transparansi Majelis dalam memberikan pertimbangan dan
alasan sangat penting sebelum menjatuhkan sanksi supaya Pelaku Usaha dan masyarakat dapat mengetahui
konsekuensi dalam pelanggaran persaingan usahatidak sehat untuk memberikan kejelasan hukum untuk
menjadi acuan dalam bertindak.

...... Tender activity aims to enable business actors to provide offers with competitive prices and quality to
provide equal opportunities so the best quality products are obtained at the lowest prices. In redlity, there are
violations committed by business actors, namely bid rigging. Bid rigging is an activity prohibited in Article
22 of Law Number 5 of 1999 that endangers a healthy business competition climate. The issue raised in this
context isthe practice of bid rigging that occurred in the Taman Ismail Marzuki project in Decision Number
17/KPPU-L/2022 in the procurement of government goods and services. This article will analyze whether
this activity isincluded as atender conspiracy by looking at the fulfillment of the elements contained in
Article 22. 1t will also analyze how the KPPU Council considered the alleged violation of tender conspiracy.
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This article was prepared using normative juridical research methods that emphasize the use of literature or
secondary data. Decision 17/KPPU-L/2022 fulfills @l the elements of bid rigging, namely; elements of
business actors, conspiring, other parties, arranging and determining the winner of the tender, and unfair
business competition. Taking into account that there are still several things that must be proven again
regarding proof of cooperation between the actors. Using the rule of reason approach, it is proven that there
has been unfair business competition caused by conspiratorial activities. The Commission Council's
evidence was correct in deciding that the Reported Parties had been proven to have violated Article 22.
However, the imposition of administrative measures was inappropriate, where Reported Party | was only
given sanctions in the form of awarning and an order. Imposing fines will be a more effective deterrent. The
Assembly's transparency in providing considerations and reasons is very important before imposing
sanctions so that business actors and the public can know the consequences of violating unfair business
competition to provide legal clarity to serve as areference for action.



